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13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering 
diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya 
perusahaan dalam menyelenggarakan upaya keselamatan bagi karyawannya. 
Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang pengelasan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu 
Keselamatan Kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh pekerja yang sudah 
tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan.Adapun Permasalahan  yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 
(1) Bagaimana Sistem  Jaminan Keselamatan kerja  Karyawan  Bengkel Las di 
Kecamatan Tanah Jambo Aye? (2) Bagaimana tinjauan  Hukum  Islam dan 
Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja 
Karyawan Bengkel Las di Kecamatan Tanah Aye?Tujuan Penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja Karyawan 
Bengkel Las di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dan untuk mengetahui  bagaimana 
tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem 
Jaminan keselamatan Karyawan Bengkel Las di Kecamatan Tanah Aye?. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang berbentuk 
deskriptif analisis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bengkel Las Kecamatan 
Tanah Jambo Aye dalam Melaksanakan Jaminan Keselamatan Kerja kurang 
Maksimal dan belum berjalan dengan baik karena Bengkel Las Kecamatan Tanah 
Jambo Aye belum sempurna dalam menyediakan alat-alat pelindung diri untuk 
keselamatan kerja Seperti:  alat  pelindung  tangan, masker, sepatu, topi 
pelindung, alat pelindung wajah. Dan Bentuk Risiko yang terjadi dalam 
melakukan pekerjaan atau kecelakaan kerja  yang dapat mengakibatkan para 
pekerja cacat atau luka-luka, semua itu tidak di tanggung penuh oleh Bengkel Las 
Kecamatan Tanah Jambo Aye.  Hal ini kurang sesuai dengan konsep Islam, 
sebagaimana yang dimaksud dalam Maqashid Syari’ah dengan memelihara Al-
umur al-dharuriyah yaitu memelihara jiwa, agama, akal,keturunan dan harta 
sehingga dapat terjamin keselamatan dunia dan akhirat. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 
Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin. 
1. Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 ا Tidak dilambangkan 16 ط Ṭ 
2 ب B 17 ظ Ẓ 
3 ت T 18 ع ‘ 
4 ث Ṡ 19 غ G 
5 ج J 20 ف F 
6 ح Ḥ 21 ق Q 
7 خ Kh 22 ك K 
8 د D 23 ل L 
9 ذ Ż 24 م M 
10 ر R 25 ن N 
11 ز Z 26 و W 
12 س S 27 ـه H 
13 ش Sy 28 ء ’ 
14 ص Ṣ 29 ى Y 
15 ض Ḍ    
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang 
lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 
gabungan huruf. 
Contoh vokal tunggal :      كَ كَ كَ     ditulis     kasara 
                                كَ كَ كَ  ditulis     ja‘ala 
Contoh vokal rangkap : 
a. Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (يأ). 
Contoh:     كَ يْ كَ        ditulis     kaifa 
b. Fathah + wāwu mati ditulis au (وا). 
Contoh:     كَ يْ كَ       ditulis     haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang 
ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya. 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ا… كَ  Fathah dan alif Ā 
 ِ...ي  Atau fathah dan ya  
 ِ...ي  Kasrah dan ya Ī 
 ُ...و  Dammah dan wau Ū 
 
Contoh :       كَ  كَ      ditulis     qāla                                          
                     كَ يْ قِ      ditulis     qīla 
         قُ يْ قُ كَ     ditulis     yaqūlu 
4. Ta marbutah  
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), 
sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh :       قِ  كَ يْ كَ يْا قُ كَ يْو كَ    ditulis   rauḍah al-aṭfāl 
                     قِ  كَ يْ كَ يْا قُ كَ يْو كَ    ditulis   rauḍatul aṭfā 
Catatan: 
Modifikasi 
1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis 
sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 
ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN  
 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Setiap manusia yang hidup didunia memiliki kebutuhan yang beragam. 
Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut harus 
bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri, ataupun bekerja pada orang lain 
sebagai karyawan.
1
Pekerja merupakan bagian terpenting pada suatu perusahaan, 
karena Tanpa ada pekerja kemungkinan suatu perusahaan tidak bisa bertahan dan 
berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kesejahteraan pekerja haruslah 
menjadi tanggungan perusahaan guna menjamin keselamatan para pekerja atau 
karyawan. 
Jaminan terhadap karyawan adalah salah satu tujuan yang harus dicapai 
dalam dunia usaha baik itu pengusaha,  maupun pekerja itu sendiri. Dan ini sesuai 
dengan pemikiran-pemikiran dunia yang menuntut perlunya kenyamanan dan 
keamanan manusiadalam bekerja.
2
 Suatu perusahaan mempunyai kewajiban untuk 
mensejahterakan para pekerjanya, yaitu dengan memberikan lingkungan kerja 
yang aman dan sehatserta memenuhi  semua kebutuhan yang bersifat jasmaniah 
dan rohaniah, baik didalam maupun di luar hubungan kerja.
3
 
Sebuah perusahaan harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD)  guna 
untuk mencegah risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh Bengkel Las. Jika 
                                                             
1
Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2006), hlm.1. 
2
Basir Barthos, Manajemen sumber daya manusia, suatu pendekatan Makro, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2001), hlm. 136. 
3
 Oktav P . Zamani, Pedoman Hubungan Industrial, (Jakarta: PPM, 2011), hlm.67 
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sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan keselamatan yang efektif, 
maka lebih sedikit pekerja yang menderita cedera sebagai akibat dari pekerjaan 
mereka pada perusahaan tersebut.
4
Dalam kehidupan ini kita sebagai manusia 
selalu dihadapkan dengan berbagai macam risiko, pertama risiko yang bersifat 
merugikan, seperti risiko bisnis, risiko kecelakaan, dan risiko sakit. Risiko adalah 
ketidak pastian yang mendatangkan kerugian.
5
 Risiko dalam hubungan kerja, 
seperti kematian atau cacat baik fisik maupun mental yang dialami oleh pekerja 
karena kecelakaan kerja. 
Manusia harus mencegah musibah dan kemalangan, serta  mengupayakan 
berbagai cara dalam mencegah risiko yang terjadi, diantaranya adalah 
mengupayakan cara untuk sama-sama saling membantu, saling menanggung dan 
saling melindungi.
6
Memberika perlindungan hukum atau jaminan kepada pekerja 
yaitu amanah dan tujuan dari hukum ketenagakerjaan. Perlindungan hukum atau 
jaminan kepada pekerja dilakukan agar hak-hak pekerja tidak dilanggar oleh 
pengusaha.kewaspadaan terhadap pekerja itu juga sangat penting karena bahaya 
yang diakibatkan oleh pemakaian alat-alat teknologi yang canggih serta 
diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ketangkasan didalam 
penggunaan alat-alat yang modern, dengan demikian kerugian atau risiko yang 
timbul dapat dicegah dan dekendali. 
                                                             
4
Abdul Rosyid, Manajemen Sumber Daya Alam Manusia, (Jakarta: Erlangga, 1999), 
hlm.222. 
5
Khoiril Anwar, Asuransi  syariah, Halal dan Maslahah, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 
hlm.6. 
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Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. xviii. 
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Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan  barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat.
7
 Sedangkan bagi pengusaha yang memperkerjakan  tenaga 
kerja harus memperhatikan  keamanan bagi karyawan ditandai dengan adanya 
kesempurnaan didalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang 
dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik. 
  Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa rasa aman dalam menjalankan 
tugas masih menjadi dambaan bagi pekerja. Yaitu: curahan bahan yang dapat 
menyebarkan partikel-partikel dari bahan industri yang menyebabkan sakit, 
pencemaran lingkungan oleh limbah industri pengolahan  yang dapat 
mengganggukeamanan dan kenyamanan pekerja.
8
 
  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjakaan 
Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja diselenggarakan untuk melindungi 
keselamatan pekerja guna untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. 
Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan  jaminan 
keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja  dengan cara 
pencegahan kecelakaan  dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya  ditempat 
kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. 
  Hukum Islam juga telah mengatur bahwa setiap individu mempunyai hak 
dalam kehidupan yang layak, serta perusahaan  mempunyai kewajiban 
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untukmenyiapkan sarana-sarana pengaman atau Alat Pelindung Diri (APD)  
ditempat  kerja guna melindungi karyawan dari bahaya dan penyakit-penyakit 
yang disebabkan dengan risiko pekerjaannya. Itu bisa dihindari jika diperoleh 
kepastian tentang keselamatan atau kelayakan  alat danperkakas yang ditempatkan 
di bawah pengaturan perusahaan.
9
 
Dalam Islam juga telah dijelaskan masalah maqasid syari’ah yang terdiri 
dari dua kata, maqasid yang artinya tujuan dan syari’ah artinya hukum–hukum 
Allah yag ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagian 
hidup didunia maupun diakhirat. Menurut Imam As-Syathibi, Allah menurunkan 
syariat (aturan hukum) yaitu untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, 
dan aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan 
manusia itu sendiri.Maqasid syari’ah ada lima yaitu: Melindungi agama (al-din), 
melindungi akal (al-aql), melindungi keluarga (al-ird), melindungi harta (al-mal), 
dan melindungi nyawa (al-nafs) yaitu menjaga jiwa atau nyawa seseorang. Dalam 
agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus 
dijaga serta dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau 
dirinya.
10
 
Maka dari itu Islam sangat menganjurkan dalam melakukan  setiap 
pekerjaan harus selalu mengutamakan keselamatan  dirinya maupun orang 
lainagar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.Jaminan keselamatan kerja 
bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara 
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 Baqier Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam,  
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harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang 
lemah. Maka dari itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan jaminan 
keselamatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari 4 Bengkel Las yang ada 
di Kecamatan Tanah Jambo Aye ke empat bengkel tersebut yaitu: Bengkel 
Global, Bengkel Rizki Stell, Bengkel Palapa, dan Bengkel Briesend. Bengkel 
Global memperkerjakan 12 0rang karyawan yang rata-rata berusia 30 tahun 
dengan gaji perbulan 1.500.000.00, Bengkel Rizki Stell memperkerjakan 13 
karyawan yang rata-rata berusia 25 tahun dengan gaji perbulan 2.000.000, 
kemudian  Bengkel Palapa memperkerjakan 15 karyawan yang rata-rata berusia 
20 sampai 35 tahun dengan gaji perbulan 3.000.000, selanjutnya Bengkel 
Briesend memperkerjakan 10 karyawan yang rata-rata berusia 22 tahun dengan 
gaji perbulan 2.500.000.
11
 
Dalam ketentuan jaminan keselamatan kerja, seharusnya Keempat 
Bengkel Las tersebut harus memberikan jaminan keselamatan kerja kepada 
karyawannya. Akan tetapi pada kenyataannya jika ada kecelakaan yang 
diakibatkan oleh Bengkel Las maka para karyawan harus membayar sendiri biaya 
kecelakaan yang terjadi tersebut. Dalam proses kegiatan bekerja sehari-hari para 
pekerja tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), hal ini dikarenakan pihak 
Bengkel Las tidak menyediakan dengan sempurna atau lengkap, seperti: sarung 
tangan ,topi pelindung, alat pelindung mata, alat pelindung wajah, alat pelindung 
tangan, alat pelindung pernafasan, dan  alat pelindung kaki. 
                                                             
11
  Wawancara dengan Razali,Pengusaha Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye, 
tanggal 2 September 2017. 
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Alat Pelindung Diri (APD) tersebut sangat dibutuhkan oleh para pekerja 
untuk menjada dirinya agar terhindar dari kecelakaan. Kecelakaan kerja terhadap 
karyawan merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari.Maka dari itu, setiap 
pengusaha harus memberikan jaminan keselamatan kerja terhadap karyawan dan 
menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap supaya terhindar dari 
kecelakaan  bagi karyawan . 
Bentuk risiko yang sering terjadi pada karyawan Bengkel Las yaitu adanya 
kesalahan teknis yang berakibat fatal seperti rusak mata karena pekerja pada saat 
mengelas tidak memakai kaca mata, luka bakar ditelapak tangan karena pekerja 
tidak memakai sarung tangan, gangguan pernafasan yang berasal dari faktor zat 
kimia yang terdiri dari elektroda,asap,debu dan gas karena mereka tidak 
menggunakan masker penutup mulut, terbelah tangan terkena gerenda, dan terjepit 
kaki dengan  besi.
12
 
Mengingat kemungkinan risiko yang sangat tinggi terhadap para karyawan 
Bengkel Las. Maka penulis tertarik ingin meneliti Sistem Jaminan Keselamatan 
kerja Karyawan Bengkel Las Menurut Perspektif Hukum Islam dan 
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Studi Kasus 
Kecamatan Tanah Jambo Aye). 
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 Wawancara dengan Muliadi, Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye, 
tanggal 23 September 2017 
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1.2. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka 
dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:  
1. Bagaimana Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las di 
Kecamatan Tanah Jambo Aye? 
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 
terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las di 
Kecamatan Tanah Jambo Aye? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin di capai, demikian juga 
dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja 
Karyawan Bengkel Las di Kecamatan Tanah Jambo Aye. 
2. Untuk mengetahui  bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang 
No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan keselamatan Karyawan 
Bengkel Las di Kecamatan Tanah Jambo Aye. 
 
1.4. Penjelasan Istilah 
   Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang 
terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut: 
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1. Jaminan  
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa jaminan adalah hal 
(perbuatan) menjamin.
13
 Jaminan hukum untuk memberikan perlindungan atau 
memberi jaminan hak seseorang untuk keselamatan dan terhindar dari mara 
bahaya. Jadi jaminan dalam pembahasan skripsi ini adalah sesuatu yang dapat 
melindungi seseorang (karyawan atau pekerja) dari risiko kerja berdasarkan 
kaidah dan norma serta segala aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap 
pekerjaan yang menderita akibat suatu kejadian atau insiden yang merugikannya. 
2. Bengkel Las 
  Bengkel Las merupakan sebuah nama yang selalu digunakan oleh 
perusahaan perorangan yang melayani pembuatan konstruksi besi dan sejenisnya, 
terutama kebutuhan berbahan dasar besi yang memerlukan pengelasan. Bengkel 
Las mempunyai pekerjaan yang unik yaitu bekerja berdasarkan pesanan yang 
mengerjakan sesuai keinginan pemesan. Bisa berupa perbaikan ataupun 
pembuatan seperti: besi, pagar/pintu minimalis, teralis pengaman,jendela, 
canopy.
14
 
3. Keselamatan Kerja. 
 Keselamatan kerja merujuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal 
pekerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh 
perusahaan.
15
 
 
                                                             
13
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta: Granmedia, 2008). hlm.830. 
14
  Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 24. 
15
 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke 
Praktik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 792. 
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4. Hukum Islam 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupkan peraturan atau 
adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau 
pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Islam adalah agama 
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berpedoman pada kita suci Al-Quran 
yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.
16
 Hukum Islam merupakan 
peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran 
dan hadist. 
 Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan segala 
aspek kehidupan manusia, baik dalam berhubungan dengan khaliq,dengan sesama 
dan hubungan dengan alam semesta. 
5. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
 Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif 
atau unsur ketahanan yang lainnya. UU No.13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, yang  di maksud dengan pada waktu sebelum,selama, dan 
sesudah masa kerja. 
 
1.5. Kajian Pustaka 
Melalui karya ilmiah yang diajukan oleh penulis, maka tinjauan 
kepustakaan (literature review) akan ditelaah kajian tentang Sistem Jaminan 
terhadap karyawan Bengkel Las menurut perspektifHukum Islam. Menurut 
penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara 
                                                             
16
 Ibid., hlm. 510 
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mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Sistem Jaminan Keselamatan 
kerja karyawan Bengkel Las menurut perspektif  Hukum IslamdanUndang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun ada beberapa 
tulisan yang berkaitan dengan kepada Sistem Jaminan Keselamatan kerja 
karyawan Bengkel Las menurut perspektif  Hukum Islam danUndang-Undang No. 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.   
Diantara penelitian yang berkenaan dengan judul permasalahan penulis 
adalah penelitian yang ditulis oleh Khoirul Umam dengan judul “Tinjauan Hukum 
Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana  pandagan islam terhadap perlindungan tenaga kerja 
perempuan dalam pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dalam hal ini 
skripsi tersebut menganilis secara rinci tentang eksistensi tenaga kerja perempuan  
relevansinya terhadap kesetaraan gender. Serta dalam skripsi juga membahas 
tentang saksi hukum tentang pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan.
17
 
Kemudian tesis yang ditulis oleh Dian Octaviani Sraswati yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga 
Kerja Di Perusahaan Tenun PT. MusitexKabupaten Pekalogan”, dalam penelitian 
ini pemaparannya secara umum membahas tentang perlindungan, serta upaya-
upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya.
18
 
                                                             
17
Khoirul Umam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Teanaga Kerja 
Perempua (Skripsi yang tidak dipubliskan), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, Yogjakarta,2009.  
18
Dian Oktaviani Saraswati, Tesis: Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Tehadap Tenaga Kerja di perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan, ( Skripsi  
yang tidak dipublikasikan), Semarang: Universitas Diponogoro, 2007. 
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Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Angel Purnamasari yang berjudul 
”Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT. 
Petrokimia Gresik”, pembahasan dalam penelitian ini tentang resiko-resiko yang 
dihadapi para pekerja dan perlindungan serta upaya-upaya perlindungan pekerja 
yang dilakukan oleh perusahaan. 
Skripsi yang ditulis oleh Lis Afatiah yang berjudul “Jaminan Keselamatan 
Dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Penelitian  ini 
Fokus pada Perlindungan Pekerja pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 14 tahun 
1996, Undang-Undang NO. 3 tahun 1992, serta perlindungan pekerja dalam Islam 
menurut konsep maqashid syari’ah.19 
 
1.6.  Metodologi Penelitian 
 Dalam penulisan suatu karangan ilmiah, metode yang digunakan sangat 
menentukan dalam upaya memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat. 
Dalam rangka mendapatkan data dan mengolahnya secara cepat perlu metodologi 
penelitian agar hasil penelian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Data 
yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam 
menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. 
1.6.1.  Jenis Penelitian 
 Dalam skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
yang mana disini penulis meneliti langsung ke lokasi tersebut, memahami dan 
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Lis  Afatiah,  Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif Dan 
Hukum Islam, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, tt. 
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mempelajari situasi, kemudian penulis mengamati,mencatat, dan bertanya, 
kemudian  hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun. 
1.6.2. Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis adalah 
metode yang meneliti suatu kondisi, suatu peristiwa pada  masa sekarang ini, yang 
tujuannya untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematika, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.
20
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelian studi 
lapangan  yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara 
meneliti dan mengobservasi lapangan terhadap sistem jaminan keselamatan kerja 
karyawan Bengkel las di kecamatan Tanah Jambo Aye. Penulis juga menghimpun 
data dengan  wawancara dengan pemilik bengkel dan karyawan. 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan 
standar untuk memperoleh data yang deperlukan. Data yang dikumpulkan harus 
cukup valid untuk digunakan.Validitas dari data-data dapat ditingkatkan  jika alat 
pengukur serta kualitas dari  pengambilan datanya sendiri cukup valid.
21
 Untuk 
mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 
a. Wawancara 
  Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara percakapan 
atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pemilik usaha atau karyawan 
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  M.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63. 
21
 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63. 
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yang bekerja di bengkel las kecamatan tanah jambo aye. Untuk memperoleh data 
yang akurat, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha Bengkel Las 
tersebut, wawancara yang dipakai adalah guidance interview yaitu proses tanya 
jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya 
terlebih dahulu peneliti sudah mempersiapkan pedoman tertulis tentang 
permasalah-permasalah yang akan diajukan kepada responden.
22
 
b. Observasi 
  Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, 
perhatian terhadap fenomena, gejala-gejala, dan kejadian-kejadian yang terjadi, 
baik dengan menggunakan peralatan untuk mencatat dan mengambil foto-foto 
maupun dengan tidak menggunakan peralatan.
23
 
c. Dokumentasi 
  Dokumentasi adalah teknik yang penulis lakukan untuk mengumpulkan 
data dengan cara mempelajari data-data tertulis yang berhubungan dengan 
penelitian penulis yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap mengenai Sistem 
Jaminan keselamatan kerja Karyawan bengkel las menurut perspektif Hukum 
Islam dan UU No. 13 Tahun 2003. 
1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data 
 Dari Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian maka 
penulis menggunakan alat untuk Instrumen Pengumpulan Data dengan 
menggunakan Instrumen yang berbeda-beda yaitu untuk teknik wawancarapenulis 
menggunakan instrumen berupabuku dan pulpen. Sedangkan untuk observasi 
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M.Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998), hlm. 63. 
23
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), 
hlm. 134. 
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penulis menggunakan Instrumen melihat langsung ke lokasi dan menggunakan 
kamera HP untuk memotret. 
1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Pengolahan Data Analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil 
pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.
24
  Setelah 
data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan 
metode desriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, 
gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga 
data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata  bukan angka. 
 Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis 
secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah 
suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan 
disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi 
yang actual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat 
perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan 
dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.
25
 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
 Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan Skripsi 
ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab sebagai 
berikut : 
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Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet III, (Jakarta,Sinar 
Grafika,2002), Hlm.72. 
25
Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum,( Jakarta:sinar Grafika, 2010), Hlm.75. 
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 Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
 Bab dua membahas tentang landasan teoritis Pengertian keselamatan kerja,  
dan Bentu-bentuk keselamatan kerja, Tujuan dan Faktor-faktor keselamatan kerja, 
Manajemen keselamatan kerja, Keselamatan kerja dalam undang-undang No. 13 
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Keselamatan kerja menurut perspektif 
hukum Islam, Dalil dan nash tentang keselamatan kerja, Pendapat ulama tentang 
keselamatan kerja. 
Bab tiga membahas tentang Analisis sistem jaminan keselamatan kerja 
karyawan bengkel las menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan, meliputi:Gambaran Umum Lokasi penelitian dan 
usaha Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye, Bentuk Resiko Kerja yang 
tidak Ditanggung Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye, Bentuk Jaminan 
Terhadap Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye, Tinjauan 
Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Keselamatan Kerja Terhadap 
Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye 
 Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil 
penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai 
penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan 
dengan permasalahan. 
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BAB DUA 
KESELAMATAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 
 
2.1. Keselamatan Kerja 
 2.1.1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Keselamatan Kerja 
Keselamatan Kerja adalahperlindungan terhadap tenaga kerja untuk 
menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta 
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memerhatikan perkembangan 
kemajuan dunia usah.
1
 Menurut pendapat para ahli arti Keselamatan kerja adalah 
sebagai berikut: Menurut Simanjuntak Keselamatan Kerja adalah suatu 
keselamatan yang lepas dari risiko kecelakaan dan kerusakan yang mencakup 
tentang kondisi mesin, kondisi bangunan, peralatan keselamatan, dan kondisi 
pekerja.
2
 
 Menurut John Ridley Keselamatan Kerja adalah kondisi dalam suatu 
pekerjaan yang baik dan aman bagi pekerja, masyarakat ataupun bagi perusahaan 
dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.
3
 Menurut Suma’mur 
Keselamatan Kerja adalah Keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, 
alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkugan 
serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan Kerja bersasaran segala tempat 
kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di 
                                                             
1
Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek, (Yogyakarta: PT Suka Buku, 2010), 
hlm. 1. 
2
Payaman J. Simanjuntak, Manajemen Keselamatan Kerja, (Jakarta: HIPSMI, 1997), 
hlm. 23. 
3
John Ridley, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 6. 
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udara. Tempat-tempat kerja demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, 
seperti industri, pertambangan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain.
4
 Marthis dan 
Jackson mendefinisikan Keselamatan Kerja yaitu perlindungan untuk 
kesejahteraan fisik seseorang yang mengalami cedera terhadap risiko yang terkait 
dengan pekejaan.
5
 Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 
keselamatan Kerja adalah sebuah usaha untuk menjadikan kenyamanan kerja dan 
memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam 
hubungan kerja. 
 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
masyarakat. Sedangkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6
 
Keselamatan Kerja, Kesehatan, Pemeliharaan moral kerja serta perlakuan 
yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Keselamatan tersebut 
bermaksud, agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari 
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Tenaga Kerja harus 
memperoleh perlindungan dari perusahaan tempat mereka bekerja dan 
perlindungan  untuk dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu diriya serta 
pelaksanaan pekerjaannya.
7
 
                                                             
4Suma’mur  P.K, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, (Penerbit Gunung 
Agung, 1981), hlm. 104. 
5
Robert L.Mathis, John H. Jackson, Human Resource Management (Terj. Jimmi Sadeli), 
(Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 245. 
6
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2-3) 
7Suma’mur  P.K, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, (Penerbit Gunung 
Agung, 1981), hlm. 4. 
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 Ahli Keselamatan Kerja, Willie Hammer Berpendapat bahwa ada 3 pokok 
bentuk-bentuk keselamatan kerja yaitu: ekonomi, moral dan hukum. Aspek 
ekonomi menjelaskan bahwa jenis Keselamatan yang berkaitan dengan usaha-
usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup 
memenuhi sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal ini 
pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena diluar kehendaknya. Termasuk 
dalam keselamatan kerja ekonomi antara lain perlindungan upah, jamsostek. 
Aspek Moral, disamping alasan ekonomi terdapat juga alasan moral, keselamatan 
kerja adalah Keselamatan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang 
tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan memperkembangkan 
perikehidupan sabagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat 
dan anggota keluarga. 
 Keselamatan kerja ini meliputi keselamatan terhadap buruh anak dan 
pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti. Aspek hukum yaitu 
terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan kerja 
dan hukuman terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran, maka peran 
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
8
 
 
2.1.2. Tujuan dan Faktor- Faktor Keselamatan Kerja 
 Hakikat dan tujuan Keselamatan Kerja sangat berpengaruh terhadap 
efektifitas kerja pada tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap efisiensi 
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Gary Dasler, Personal Management (Terj.Agus Dharma), (Jakarta:Erlangga, 1984), hlm. 
634-635. 
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produksi dari suatu perusahaan, sehingga dengan demikian mempengaruhi tingkat 
pencapaian produktifitas. Karna pada dasarnya keselamatan kerja adalah untuk 
melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan 
pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Sehingga 
upaya pencapaian produktifitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan dapat 
lebih terjamin. Oleh karena itu pencegahan kecelakaan merupakan program utama 
keselamatan kerja disuatu perusahaan. Adapun  tujuan dari keselamatan kerja 
adalah: 
a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan Keselamatan dan Kesehatan kerja 
baik secara fisik, sosial, dan psikologis. 
b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya 
selektif mungkin. 
c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 
d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi 
pegawai. 
e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. 
f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan 
atau kondisi kerja. 
g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.9 
Dalam perusahaan, Faktor Keselamatan Kerja karyawan sangatlah 
penting. Karena jika Keselamatan karyawan itu bisa teratasi dan terlindungi oleh 
pihak perusahaan maka akan menambah daya kinerja yang tinggi dan 
                                                             
9
Diakses pada tanggal 20 juni 2018 dari situs: http://124vI. 
Wordpress.com/2011/01/21/Kesehatan- dan- Keselamatan- kerja/. 
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produktifitas kerja yang baik. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang 
tidak dapat diduga dan tidak dikehendaki. Faktor-faktornya adalah:  
1. Faktor manusia yaitu dikarenakan kelalaian pekerja dan kurangnya 
pengetahun dan keterampilan dibidang tersebut. 
2. Faktor lingkungan pekerja yaitu manakala keadaan lingkungan  yang tidak 
memastikan seperti kerusakan mesin yang tidak diketahui tanpa 
pengecekan mesin kerja terlebih dahulu, atau pencemaran  yang ada di 
tempat kerja sehingga dapat menggangu kesehatan pekerja. 
3. Faktor kondisi pekerja yaitu keadaan pekerja saat memasuki lapangan 
kerja sudah siap, tidak mengidam penyakit atau sakit, keadaan segar(tidak 
lelah) 
4. Faktor pelayanan kesehatan pekerja yaitu mana kala ada salah satu pekerja 
yang sedang sakit saat bekerja atau terdapat pekerjaan pekerjaan yang 
mengalami musibah saat bekerja mendapat pelayanan kesehatan dari pihak 
yang memperkerjakan.
10
 
Dan kerugian yang terjadi terdapat kecelakaan kerja tersebut ada dua: 
Pertama,  kerugian yang bersifat ekonomis yaitu: kerusakan peralatan, 
biaya pengobatan korban,hilangnya waktu kerja. Kedua kerugian yang 
bersifat non ekonomis yaitu dampak bagi pekerja yang bersangkutan, baik 
kematian, cidera dan luka.
11
 
 
 
                                                             
10
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), hlm.136-137. 
11
Ibid., hlm.131. 
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2.1.3.  Manajemen Keselamatan Kerja 
 Pihak manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan pekerja dalam 
menghadapi kecelakaan kerja, hubungan Ketenagakerjaan memiliki beberapa 
aspek, termasuk kesehatan, dan rasa aman saat bekerja. mencakup tentang 
kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan saat bekerja dikembangkan dengan 
mengeksplorasi hal-hal seperti komunikasi tentang hal-hal berbahaya dan 
menyediakan alat-alat untuk perlindungan tenaga kerja. 
 Kesehatan dan Keselamatan fisik dan mental tenaga kerja adalah hal yang 
utama. Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja telah membuat 
organisasi lebih tanggap atas isu kesehatan dan keselamatan. Pertimbangan 
tradisional atas keselamatan kerja terfokus pada mengurangi atau menghapuskan 
kecelakaan kerja. Pertimbangan lain adalah pada isu kesehatan yang timbul pada 
lingkungan kerja yang berbahaya dengan bahan kimia atau teknologi baru. 
Melalui fokus yang lebih lebar, manajemen sumber daya manusia dapat 
membantu tenaga kerja melalui program bantuan untuk tenaga kerja dengan 
tujuan mempertahankan tenaga kerja. Program untuk mempromosikan  tenaga 
kerja yang sehat juga semakin umum pada saat ini, keamanan tempat kerja juga 
sangat penting untuk melindungi para pekerja dari lingkungan yang aman dan 
nyaman.
12
 
  
 
                                                             
12
Robert L. Mathis John H. Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia, Human 
Resource Management (terj.Jimmy Sadeli), (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 13-14. 
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Perusahaan yang mengupayakan keselamatan para pekerja memiliki 
program manajemen Keselamatan kerja yang efektif yaitu: 
a. Komitmen dan tanggung jawab perusahaan 
Inti manajemen keselamatan kerja adalah komitmen perusahaan dan 
usaha-usaha keselamatan kerja yang komprehensif. Usaha ini sebaiknya 
dikoordinasikan dari tingkat manajemen paling tinggi untuk melibatkan seluruh 
anggota perusahaan. Usaha ini juga  sebaiknya decerminkan melalui tindakan-
tindakan manajerial. Jika seorang presiden sebuah perusahaan pabrik elektronik 
tidak mengenakan topi pelindung ketika di dalam toko pabrik, maka ia akan 
menemui kesulitan  dalam menegakkan kewajiban  untuk mengenakan topi 
terhadap para karyawannya. 
Fokus pendekatan sistematis terhadap keselamatan kerja adalah adanya  
kesadaran terus menerus dari para pekerja, manajer, dan yang lainnya. Para 
karyawan yang tidak diingatkan  akan adanya pelanggaran  keselamatan kerja, 
yang tidak didorong untuk menjadi sadar akan keselamatan kerja, atau yang 
melanggar peraturan dan kebijakan perusahaan tentang keselamatan kerja 
mungkin akan tidak aman bekerjanya. 
b. Kebijakan dan disiplin keselamatan kerja 
Mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta 
mendisiplinkan pelaku pelanggaran, merupakan komponen penting  usaha-usaha 
keselamatan kerja. Dukungan yang sering terhadap perlunya perilaku kerja yang 
aman dan memberikan umpan balik terhadap praktik-praktik keselamatan kerja 
yang positif, juga  sangat penting dalam meningkatkan keselamatan para pekerja. 
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c. Komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja 
 Satu cara untuk mendorong Keselamatan  kerja karyawan adalah dengan 
melibatkan seluruh karyawan di setiap kesempatan dalam sesi pelatihan  
keselamatan kerja dan dalam pertemuan-pertemuan komite, di mana pertemuan 
ini juga diadakan  secara rutin. Sebagai tambahan dalam pelatihan  keselamatan 
kerja, komunikasi yang terus menerus dalam membangun kesadaran keselamatan 
kerja juga penting, Hanya mengirimkan memo saja tidak cukup. Kontes, insentif 
dan poster-poster merupakan cara meningkatkan kesadaran keselamatan kerja. 
Mengubah poster keselamatan kerja, terus menerus meng up-date papan buletin, 
dan mengirimkan informasi keselamatan kerja ke wilayah-wilayah  kerja yang 
jauh, juga direkomendasikan. Film mengenai Keselamatan kerja dan kaset video 
adalah cara tambahan dalam mengkomunikasikan ide-ide keselamatan kerja. 
d. Komite Keselamatan Kerja 
Para pekerja sering kali dilibatkan dalam perencanaan keselamatan kerja 
melalui komite keselamatan kerja, kadang kala terdiri dari pekerjaan yang berasal 
dari berbagai tingkat jabatan dan departemen. Komite keselamatan kerja biasanya  
reguler memiliki jadwal meeting, memiliki tanggung jawab spesifik untuk 
mengadakan tinjauan keselamatan kerja, dan membuat rekomendasi dalam 
perubahan-perubahan  yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan kerja di 
masa mendatang. 
e. Evaluasi terhadap Usaha-usaha Keselamatan kerja 
Perusahaan harus mengawasi dan mengevaluasi usah-usaha keselamatan 
kerjanya. Usaha-usaha keselamatan kerja perusahaan juga harus diaudit secara 
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periodik. Sehingga dapat diketahui adanya perubahan terhadap usaha-usaha yang 
telah di tempuh oleh perusahaan untuk kesejahteraan pekerjanya.
13
Usaha yang 
harus dilakukan sebagai solusi untuk mencapai pengawasan keselamatan kerja 
terhadap pekerja diantaranya:  
a. Mempersiapkan dan menyesuaikan sarana dan prasarana yang dapat 
melindungi, tetapi tidak mengubah bentuk, proses atau spesifikasi. 
b. Membuat isolasi kegiatan atau unsur-unsur yang berbahaya sehingga  
para pekerja tidak berhubungan dan harus menggunakan alat tertentu 
sebagai pencegahan. 
c. Mengubah proses dan metode kerja untuk mendapatkan perlindungan 
yang lebih baik atau dapat menghilangkan risiko dari bahaya yang 
kemungkinan bisa berpengaruh. 
d. Mengadakan pelatihan para pekerja untuk mencegah risiko dengan 
membatasi bahaya atau risiko dengan memakai alat keselamatan kerja 
yang tersedia. 
e. Memelihara tempat kerja dan peralatannya sedemikian rupa untuk 
mencegah kemungkinan timbulnya bahaya bagi lingkungan kerja 
maupun pada pekerja. 
 
 
2.2. Keselamatan Kerja Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan 
  
 Adapun dalam Undang-undang dinyatakan bahwa untuk memberikan 
perlindungan terhadap keselamatan pekerja, pemerintah mengeluarkan  undang-
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Ibid., hlm.259-262. 
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undang yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan fasilitas yang 
memadai demi menjamin keamanan kerja serta memberikan jaminan finansial 
apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja.
14
 
 Beberapa landasan hukum yang berhubungan  langsung dengan upaya 
peningkatan kesejahteraan para pekerja  antara lain adalah dikeluarkannya 
berbagai peraturan perundangan seperti yang di jelaskan dalam Undang-undang  
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Keselamatan dan kesehatan kerja 
seperti yang disebutkan dalam pasal  86 ialah:  
1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan,  atas: 
a. Keselamatan dan kesehatan kerja, 
b. Moral dan kesusilaan, dan  
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama. 
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas 
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan  dan kesehatan kerja 
3. Perlindungan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dan ayat(2) 
Pasal 87 yaitu:  
1. Setiap perusahaan wajib menerapkan  sistem manajemen keselamatan kerja 
dan kesehatan kerja  yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahahaan 
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 
kerja. 
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Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, hlm. 411. 
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Pasal 88 ialah:  
1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan  yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi  penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) pemerintah menerapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
  Mengenai hal ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu 
kerja sebagaimana di maksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.13 
Tahun 2003 yang meliputi: 
1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 
6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 ( satu) minggu.
15
 
Di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan juga kewajiban-
kewajiban dari pihak pekerja, perihal kewajiban pekerja atau buruh, ketentuannya 
bisa dilihat pada pasal 1603,1603a,1603b,1603c KUHPerdata, yang pada 
prinsipnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pekerja wajib melakukan pekerjaan. 
Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa buruh atau pekerja dalam 
melaksanakan isi dari perjanjian kerja, yaitu pekerjaan, pada prinsipnya wajib 
dilakukan sendiri. Akan tetapi ternyata karena alasan-alasan tertentu, ketentuan 
tersebut bisa di kesampingkan yaitu adanya alsan serta dengan sepengetahuan dan 
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Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek, (pustaka Yustisia), hlm. 31-33. 
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izin dari majikan sebelumnya. Maka karenanya, prinsip bahwa upah tidaak 
dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaannya sekali lagi dapat 
dikesampingkan. Pada praktek biasanya pihak pekerja  yang membuat perjanjian 
kerja bisa menyuruh orang lain untuk menggantikan pekerjaannya atau meminta 
izin kepada majikan. 
2. Pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk dari majikan. 
Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaannya, wajib mentatati 
perintah-perintah yang diberikan oleh majikan. Aaturan –aturan yang wajib ditaati 
oleh buruh tersebut, antara lain dapat dituangkan di dalam tata tertib perusahaan 
dan peraturan perusahaan. Pekerja wajib mentaati perintah-perintah yang 
diberikan oleh majikan sepanjang diatur didalam perjanjian kerja, undang-undang 
dan kebiasaan setempat. 
3. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda. 
Jika si pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya, akibat 
kesengajaan atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, 
kerusakan, kehilangan atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau 
merugikan majika. Maka atasa kejadian tersebut, risiko yang timbul menjadi 
tanggung jawab si pekerja. Akan tetapi dengan catatan jika kejadian tersebut 
karenaadanya unsur kesengajaan atau kelalainan dari si pekerja. 
Adapun kawajiban-kewajiban dari pihak majikan atau pemberi kerja yaitu: 
1. Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 
Kewajiban majikan, salah satunya adalah wajib berbuat sesuatu atau 
sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu, yang dalam keadaan yang sama  
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seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Majikan haruslah bertindak 
sebijaksana mungkin, yaitu: 
a. Apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum harus dilakukan, 
dibiasakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
b. Apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum harus dicegah 
atau dihindari, dibiasakan untuk dilakukan pencegahannya dengan penuh 
ketaatan. 
2. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan. 
Di dalam pasal 1602 x KUHPerdata, ditentukan bahwa majikan wajib 
mengurus perawatan dan pengobatan, jika si pekerja menderita sakit dan 
kecelakaan kerja. 
3. Kewajiban membayar upah. 
Di dalam hubungan kerja, kawajiban yang utama dan terpenting bagi 
majikan, sebagai akibat langsung pelaksanaan perjanjian kerja, adalah “membayar 
upah” tepat pada waktumya. Ketentuan ini jelas ditegaskan pada pasal 1602 
KUHPerdata yang berbunyi: 
“Majikan wajib membayar upah kepada buruh pada waktu yang 
ditentukan”  
Apabila membicarakan tentang upah, maka yang mendapatkan porsi 
perhatian utama anatara lain, adalah pembayaran upah teapat pada waktunya. 
Selain itu perihal upah, diatur pula jika berhalangan melakukan pekerjaan karena 
alasan tertentu, misalnya karena alasan sakit, menjalankan cuti, melakukan tugas 
negara dan lain sebagainya.Upah merupakan salah satu sarana utama bagi 
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pekerjaan dan keluarganya, karenanya perihal upah selain menimbulkan 
kewajiban dari pekerja dan majikan, perlu pula perhatian lain, yaitu pemerintah.
16
 
Seorang pekerja baik itu perempuan maupun laki-laki semuanya memiliki 
hak yang harus mereka terima setelah melakukan pekerjaannya, seperti menerima 
jaminan keselamatan kerja. Adapun hak-hak teanaga kerja sesuai dengan pasal 18 
Undang-undang Ketenagakerjaaan No. 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: 
1. Seorang pekerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 
mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja 
pemerintah, lembaga pelatihan swasta, atau pelatihan di tempat kerja. 
2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
melalui sertifikat kompetensi kerja. 
3. Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula 
diikuti oleh pekerja yang telah berpengalaman  
4. Pembentukan badan nasional sertifikat profesi yang independen sebagaimana 
dimaksudkan dalam ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. 
5. Untuk melakukan sertifikat kompetensi kerja di bentuk badan nasional 
sertifikat profesi yang independen.
17
 
 
2.3.  Keselamatan Kerja Menurut Perspektif Hukum Islam 
  Agama Islam sangat menganjurkan Keselamatan umat manusia di dunia 
maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari 
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Djumadi, Hukum Perburuhan perjanjian kerja, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada,1992), hlm. 46-55. 
17
Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang, ketenagakerjaan, (cet. 1; Surabaya: 
Karina, 2003), hlm.2. 
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ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Hubungan 
Keselamatan Kerja dengan islam adalah sama-sama mengingantkan umat manusia 
agar senantiasa berperilaku ( berpikir dan Bertindak) yang aman dan sehat dalam 
bekerja di tempat kerja. Dengan berperilaku aman dan sehat akan terciptanya 
suatu kondisi yang aman bagi perusahaan atau tempat kerja. Keselamatan kerja 
dalam Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya untuk 
menghindari bahaya pada saat bekerja. 
 Jaminan keselamatan kerja harus diutamakan karena merupakan tanggung 
jawab pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerja dalam menaggulangi risiko 
yang disebabkan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang 
diakibatkan  oleh kecelakaan. Keselamatan kerja dapat di lakukan baik dengan  
jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan 
pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui 
norma yang berlaku dalam perusahaan.
18
 
 Dalam Islam telah di atur tentang hak dan kewajiban pekerja, Hak bagi 
pekerja yaitu:
19
 
1. Hak pilih 
Hak ini muncul sebagai konsekuensi penerapan konsep musyawarah dan 
tanggung jawab kolektif untuk menjalankan hukum-hukum syara’ dan mengatur 
kehidupan masyarakat. Dan hak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan 
kemampuan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. 
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https://www.google.co.id.pdf+skripsi+jaminan+kerja+karyawan+dalam+hukum+islam+
dan+undang+undang. 
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Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah kajian historis dan 
kontemporer, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 64-71. 
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Tanggung jawab kolektif untuk menerapkan hukum-hukum alquran juga 
merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pribadi muslim dalam masyarakat, 
namun ia bisa menunaikan dengan anggota masyarakat lainnya. Alquran 
memberikan pernyataan kepada seluruh manusia. 
Firman Allah QS. Al-Nisa [4]: 135 
                         
                      
          
Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun  
terhadap dirimu sendiri atau  terhadap ibu bapak dan kaum kertabatmu. 
Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau 
kemaslahatan (kabaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. 
 
Ayat ini mengindiasikan, setiap Mukmin diharapkan ikut berpartisipasi 
dalam pemilihan seorang pemimpin yang dijadikan sebagai wakil dari kaum 
muslimin untuk menerapkan hukum-hukum syara’. 
2. Hak untuk hidup 
Hidup merupakan anugerah dari Allah, Dzat Sang Maha pencipta yang 
diberikan kepada hambanya untuk beribadah dan memakmurkan kehidupan di 
muka bumi. Hidup merupakan hak asasi, dan setiap individu berkewajiban 
menjaga kehidupan orang lain sebagaimanaa kehidupan pribadinya. Negara harus 
memberikan rasa aman bagi kehidupan rakyatnya,kehidupan dan nyawa mereka 
tidak terancam dan dibawah intimidasi orang lain.  
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3. Hak untuk dihormati 
Manusia memiliki kemuliaan, dan ia harus diperlakukan sesuai dengan 
nilai-nilai kebebasan yang telah diberikan Allah kepadanya. Orang yang 
melakukan tindak kejahatan berhak mendapatkan sisa dari penguasa. Ia tidak 
berhak untuk menghina dan merendahkan kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. 
Allah berfirman QS Al-Hujarat [49] :11) 
 
                       
                    
             
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu 
lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri (janganlah dirimu 
sendiri maksudnya ialah mencela sesama mukmin karena orang-orang 
mukmin seperti satu tubuh) dan jangan memanggil dengan gelaran 
yang mengandung ejekan.  
 
4. Hak kebebasan 
Kebebasan disini bukan berarti sebuah kebebasan yang bersifat mutlak, 
manusia bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Namun, 
kebebasan ini dibatasi dengan nilai, norma atau etika yang telah ditentukan Islam. 
Setiap tindakan yang keluar dari norma yang ada, baik dalam kehidupan politik, 
ekonomi, sosial, budaya, maka hak kebebasan itu telah sirna. 
Di samping itu, Islam juga memberikan kebebasan untuk memilih 
keyakinan dan agama yang ingin di anutnya, tidak ada paksaan. Ia juga memiliki 
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kebebasan dalam kepemilikan, berhubungan dengan orang, kebebasan bekerja, 
kebesan untuk bergerak dan bertempat tinggal. 
5. Hak untuk mendapatkan perlakuan sama 
Sesuai fitrah, manusia diciptakan sama, tidak ada keutamaan antara satu 
individu dengan individu lainnya. Manusia harus diperlakukan sama di hadapan 
hukum dan ketentuan syariah. 
6. Hak untuk bekerja 
Alquran memberikan petunjuk untuk memakmurkan dan memanfaatkan 
fasilitas yang ada di bumi.  
Allah berfirman QS Hud [11] :61. 
                    
                   
Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya ( maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk 
mengusai dan memakmurkan dunia) 
 
Bekerja merupakan sumber kemuliaan manusia. Martabat dan nilai 
manusia bisa dinilai dari pekerjaannya. Negara harus mengatur hak ini, jangan 
sampai terjadi ekploitasi dan kecurangan bagi setiap individu dan masyarakat. 
7. Hak kepemilikan 
Hak ini merupakan derivasi dari hak bekerja. Dengan bekerja ia akan 
mendapatkan harta dan berhak untuk mempunyai hak milik. Materi yang 
dihasilkan individu dari bekerja merupakan hak baginya. Ia berhak memilikinya 
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tanpa adanya pengurangan, dan hartanya tidak boleh diambil oarang lain, kecuali 
ada ketentuan dari syariah, seperti hak harta untuk dikeluarkan seperti zakat atau 
infaknya. 
8. Hak terhadap upah 
Hak ini di peroleh sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah 
ditunaikan pegawai pada sektor publik. Setidaknya ia memiliki kontrak kerja 
dengar negara bahwa setelah ia menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan, ia 
berhak mendapat upah. 
Kontrak kerja dalam fiqh hambali didefinisikan sebagai akad atas suatu 
manfaat yang diperbolehkan dan diketahuai serta untuk jangka waktu tertentu 
dengan adanya upah tertentu.
20Dr.Sa’id mendefinisikan sebagai kontrak antara 
pekerja dengan majikan, di mana pekerja memberikan tenaganya atas suatu 
pekerjaan sesuai dengan keinginan majikan, sehingga pantas bila ia mendapatkan 
manfaat yang diperoleh, berupa upah, baik untuk jangka waktu tertentu atau 
menyelesaikan pekerjaan tertentu. Upah yang diberikan kepada pekerja harus 
berupa harta atau piutang yang dibayarkan pada waktu tertentu. Namun, 
kemungkinan upah bisa berupa manfaat atau pekerjaan fisik lainnya. Tapi, upah 
wajib diketahui jumlahnya oleh pekerja. Rasulullah bersabda: Barang siapa 
memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” Begitu juga upah harus 
dibayarkan langsung ketika pekerjaan telah usai dilaksanakan, sebagaimana sabda 
Rasulullah: “Berikanlah upah pekerja sebelum kerigatnya kering. 
                                                             
20
Shadiq Mahdi al-Sa’id, Fiqh Islam, (Jakarta, Gema Insani, 1965)  hlm. 46. 
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Akan tetapi, syariah memberikan kebebasan untuk menentukan jumlah 
dan waktu pembayaran upah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
Waktu pembayaran upah bisa disepakati, bisa dibayarkan tiap minggu, dua 
minggu sekali, atau sebulan sekali sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, 
tingkat kompentensi pekerja dan jenis pekerjaaan.  
Adapun kewajiban pekerja, diantaranya. 
21
 
1. Berpartisipasi dalam menegakkan hukum-hukum Allah 
Masyarakat Muslim terbentuk berdasarkan adanya kesamaan nilai-nilai 
akidah, akidah inilah yang menyatukan hati kaum Muslim, sehingga terbentuk 
sebuah masyarakat. Untuk itu, Kewajiban awal yang harus ditunaikan adalah 
berkontribusi dalam menegakkan hukum-hukum dan Syariah Islam. Hal ini bisa 
dimulai dengan konsistensi setiap individu untuk menjalankan syariah, dan 
berusaha menjaganya dalam kehidupan. 
Dengan demikian, loyalitas awal yang harus ditunjukkan para pegawai 
adalah patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai Syariah. Loyalitas ini harus 
diutamakan sebelum bertindak loyal terhadap seorang pemimpin. Para pegawai 
juga berkewajiban untuk meluruskan segala bentuk penyimpangan dalam sistem 
manajemen, memberikan perigatan dan menunjukkan kesalahan dan kekhilafan, 
serta melakukan tindakan korektif dan membenahi kesalahan yang ada. 
2. Melaksanakan tugas dengan ikhlas dan cermat 
Melaksanakan tugas adalah kewajiban mulia bagi seorang pegawai sebagai 
konsekuensi atas gaji yang diterimanya. Dalam melaksanakan tugas, seyogyanya 
                                                             
21
Ibid., hlm. 71-77. 
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ia tidak asal-asalan, akan tetapi ia harus bersikap profesional dan menjalankannya 
dengan sebaik mungkin. Sebagai pribadi muslim, mereka harus merasa bahwa 
tanggung jawab pekerjaan merupakan amanah, sebuah amanah yang tidak hanya 
meminta pertanggung jawaban di hadapan atasan, namun juga dihadapan Allah  di 
hari perhitungan nanti (hisab). 
Bentuk sikap profesional adalah memenuhi segala bentuk persyaratan 
yang di tuntut dalam pekerjaan, waktu kerja yang dimiliki digunakan sepenuhnya 
untuk menghasilkan kinerja sebaik mungkin, bersungguh-sungguh dalam 
menunaikan tugas sesuai dengan waktu yang di berikan. Semua itu dilakukan 
semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, bukan semata kepuasan atasan. 
3. Menegakkan amanah 
Sebagai bentuk menegakkan amanah dalam pekerjaan adalah tidak 
melakukan komersialisasi (ekploitasi) jabatan hanya untuk kemaslahatan dan 
kepentingan gologan tertentu. Islam memandang bahwa eksploitasi jabatan untuk 
kepentingan pribadi (golongan) merupakan bentuk pengkhianatan kerja dan 
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 
Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga amanah, dan ia harus menjaga 
diri dan hatinya untuk tidak berkhianat, dan selalu takut kepada allah atas segala 
yang dilakukan. Islam juga akan memberikan sanksi kepada pejabat publik yang 
teledor dan menimbulkan kerusakan. 
4. Patut dan melaksanakan tugas atasan 
Islam mendorong dengan terciptanya  sistem kehidupan dalam masyarakat 
Muslim. Hal ini bisa dibangun dengan ketaatan terhadap pemimpin atas sesuatu 
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yang kita sukai atau benci. Ketaatan ini bersifat mengikat dan wajib di lakukan, 
sepanjang perintah pimpinan tidak bertentangan dengan nash syariah atau 
mengajak tindak maksiat. 
 
2.3.1.  Dalil dan Nash tentang Keselamatan Kerja  
 
  Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan 
buruh, juga usaha perlindungan buruh, dan jaminan sosial terhadap hukum Islam 
dijelaskan dalam Al-quran surat An-Nahl ayat 90: 
                       
          
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat  mengambil pelajaran”. 
   
 Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan Allah sepanjang waktu 
sebagai ketaatan kita kepada Allah. Pertama jalan adil yaitu menimbang yang 
sama berat, menyalahkan yang salah daan membenarkan yang benar, 
mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.
22
 
Dalam surat Al-maidah ayat 2 juga diperintahkan Allah untuk saling tolong 
                                                             
22
Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 283. 
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menolong dalam  kebajikan dan larangan untuk tolong menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. 
QS Al-maida ayat 2. 
                        
                            
                
            
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-
syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula)  mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi baitullah sedang meraka mencari karunia dan keredhaan 
dari tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, 
Maka nolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
masjidilharam, mendorong mu berbuat aniaya (kepada mereka), dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah  kamu kepada Allah, sesunguhnya Allah amat berat 
siksanya. 
 
   Bagi seorang muslim, Allah memerintahkan agar manusia bekerja dan 
berbuat sesuatu, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Bekerja dan 
berwirausaha sangat dianjurkan dalam Islam agar manusia dapat mandiri dalam 
memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan membantu orang lain secara ekonomi 
baik melalui sedekah,infak,maupun zakat. Orang yang bekerja dan kemudian 
mendapatkan hasil dari jerih payahnya akan terhindar dari sifat dan sikap 
meminta-minta karena orang yang suka meminta-minta pada dasarnya 
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merendahkan dirinya sendiri. Orang yang bekerja juga dapat memberikan nafkah 
kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya.
23
 Rasulullah bersabda: 
 هُانْ هُ عَيْ  عَ لَّ عَ عَ  
بِيونْ عَ عَ  هُا   لَّ عَ  بِيا  هُ هُ عَر هُ نْ 
بِيعَ  عَا عَ  عَ عَ نْيْ عَ هُى بِي عَ  نْ عَ  : نْ هُكهُدعَحعَ  عَ هُدنْغعَيْ  نْنعَلأ
 ًلاهُجعَر عَاعَأ نْسعَ  نْنعَ  نْ 
بِيم هُوعَل  ٌ نْيْ عَخ بِيس لَّنل  عَ 
بِيم بِيوبِيب عَ بِينِنْغعَيْت نْسعَ عَ  
بِيوبِيب عَقلَّدعَصعَتعَ عَيْف بِيهبِي نْهعَظ  عَ عَ  عَب
بِيطنْحعَ عَيْف
 ز هُانْ هُ عَيْت نْ عَبِيبِ نْ عَدنْب عَ  عَ نْفُّسل  
بِيد عَ ل  عَ 
بِيم هُ عَضنْفعَ   عَ  هُ ل  عَد عَ نْل  لَّن
بِي عَف عَكبِيلعَذ هُوعَ عَيْنعَم نْ عَ  هُه عَطنْ عَ ( ه ر
  سلم )  
 
Artinya: “Dari Abu Hurayrah r.a., katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Hendaklah seseorang diantara kalian pergi pagi-pagi 
mencari kayu dan dipikul diatas punggungnya kemudian (menjualnya) 
lalu bersedekah dengannya serta tidak butuh pada pemberian orang 
lain lebih baik baginya dari pada meminta kepada orang lain diberi 
atau tidak, karena sesunggunya tangan di ats lebih baik dari pada 
tangan di bawah dan mulailah dari orang yang menjadi 
tanggunganmu.” (HR.Muslim) 
 
   Dalam pandangan Islam , jaminan keselamatan kerja  mendapat perhatian 
penting, jaminan tersebut salah satunya terkandung dalam hadits yang 
diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda: 
Artinya: “Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. 
Maka, barang siapa yang mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi 
makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagai mana dia pakai, 
dan jangan di paksa melakukan sesuatau yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia 
harus di bantu”(HR.Imam Ahmad). 
   Itu berarti, Islam berusaha meletakkan hubungan pekerja bukan sekedar 
relasi atas bawah, tapi sejajar dan lebih manusiawi. Hubungan kesehatan dan 
keselamatan kerja dengan islam adalah sama-sama mengingatka umat manusia 
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H.Idri, Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 
2015),hlm.295-295. 
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agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam 
bekerja di tempat kerja, dengan berperilaku aman dan sehat akan terciptanya suatu 
kondisi lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi sendiri 
maupun di tempat kerja. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang 
dilakukan manusia pada dirinya untuk menghindari bahaya pada saat kerja. 
Seperti yang terkandung dalam hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad. 
Nabi Muhammad SAW bersabda: 
 َلَاق ِتِما َّصلا ِنْب َةَدَابُع ْنَع : َراَرِض َلاَو َرَرََضلا َْنأ َمَّلَسَو ِهَْيلَع الله ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر ىََضق
 قٌّ  َ مٍَملَا   ِْر ِِل َ َْيل ُه َْأ ىََضقَو 
Artinya:”Dari ubadah bin ash-Shamit, ia berkata:’Rasulullah Saw. Telah 
memutusakan bahwa tidak boleh mendatangkan bahaya pada diri sendiri 
dan tidak boleh pula mendatangkan bahaya pada orang lain dan beliau 
juga memutuskan bahwa tidak ada hak hidup bagi akar 
zhalim”.”(HR.Ahmad).24 
 
  Dari Hadits di atas di jelasakan bahwa kita sesama umat muslim tidak boleh 
menzhalimi diri sendiri dan menzhalimi orang lain.Jaminan Keselamatan kerja 
harus diutamakan karena merupakan tanggung jawab pengusaha untuk memenuhi 
hak-hak pekerja dalam menanggulangi risiko yang disebabkan hilangnya sebagian 
atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dalam Islam 
kewajiban menjaga jiwa lebih diutamakan  karena jiwa itu harus diselamatkan  
agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatakan kecelakaan. 
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Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2012), hlm. 186-187. 
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2.3.2. Pendapat Ulama Tentang Keselamatan Kerja 
 Menurut As-syathibi hukum ditetapkan bukan semata-mata karena 
Taklif(beban) bagi mukallaf, tetapi memiliki maksud syara’ (maqasid asy-syariah) 
yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik yang bersifat segera 
maupun yang akan datang, baik dengan jalan menarik manfaat maupun menolak 
mudharat. 
 Seperti yang di jelaskan di dalam Islam yaitu tentang Maqasid Syari’ah 
yang berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. 
Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 
sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada 
kemaslahatan umat, dan salah satu tujuan hukum islam adalah memelihara al-
umur al-dharuriyah dalam kehidupan manusia, Kebutuhan dharuriyah ialah 
tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat 
kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. 
 Imam As-syathibi menjelaskan, seluruh ulama bersepakat menyimpulkan 
bahwa Allah swt menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk 
memelihara lima unsur pokok manusia (adh-dharuriyyat al-khams), yang biasa 
disebut dengan al-maqashid asy-syar’iah (tujuan-tujuan syara’). Sedangkan 
Menurut Imam Al-Ghazali mengistilahkannya dengan al-ushul al-khamsah (lima 
dasar). Kelima yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu:
25
 
1. Memelihara agama, 
2. Memelihara jiwa’ 
                                                             
25
Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.234.  
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3. Memelihara akal, 
4. Memelihara kehormatan dan keturunan, serta 
5. Memelihara harta. 
 Maqasid Syari’ah yang lima ini sangat erat hubungannya dengan 
tenaga kerja atau dan majikan sebagai pengusaha, karena mereka adalah bagian 
dari masyarakat yang dalam kegiatannya menjadikan  lima hal ini sebagai 
landasan hidup. 
 Jaminan keselamatan agama adalah memelihara dan mempertahankan  
kehidupan beragama, menghindari timbulnya fitnah serta membentengi jiwa 
dengan nilai-nilai keagamaan, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-
ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat 
keberagaman. 
 Jaminan keselamatan jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara 
terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, 
pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. 
 Jaminan Keselamatan akal adalah terjaminnya akal fikiran dari 
kerusakan  yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengan 
masyarakat, Menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat 
prefentif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang 
yang membahayakan. 
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 Jaminan Keselamatan keluarga dan keturunan yaitu jaminan 
kelestarian populasi manusia agar tetap hidup berkembang sehat dan kokoh, baik 
pekerti serta agamanya. 
 Jaminan keselamatan harta benda ialah Mencegah perbuatan yang 
menodai, mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta 
mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara 
proposional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan 
perokomian dengan cara yang curang.
26
 
 Berkaitan dengan lima pokok prinsip di atas, memelihara jiwa 
menempati urutan kedua dan memelihara harta urutan kelima. Sedangkan dalam 
bekerja seseorang lebih mementingkan harta dari pada jiwanya, padahal dalam 
islam kewajiban menjaga jiwa lebih diutamakan karena jiwa harus diselamatkan 
agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan. 
 Menurut imam Al-Ghazali, seluruh ketentuan dalam syariat Islam 
bermuara pada perlindungan lima Aspek Kehidupan tersebut. Semua aturan atau 
kebijakan yang bermuara pada perlindungan lima aspek kehidupan tersebut sudah 
sesuai syariat, benar, dan mulia dalam pandangan agama.
27
 
  Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam  diturunkan. Setiap 
ayat hukum bila di teliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain 
adalah untuk memelihara pokok di atas. Seperti dalam firman Allah dalam 
mewajibkan jihad:(QS. Al-Baqarah: 193). 
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Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh,  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 425-
426. 
27
 Masdar Farid  Mas’udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 
2013), hlm. 197.  
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                    
Artinya: “Dan pergilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (Sehingga) 
kataatan itu hanya semata-mata untuk Allah.(QS. Al-Baqarah: 193). 
 
Dan firman Allah (QS. Al-Baqarah/2: 179)dalam mewajibkan qishash: 
             
Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai  
        orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqarah/2: 179)  
  Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah 
untuk melancarkan jalan dakwah bila mana jadi gangguan dan mengajak ummat 
manusia  untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua di ketahui bahwa 
,mengapa disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan 
manusia dapat dihilangkan. 
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BAB TIGA 
ANALISIS SISTEM JAMINAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP 
KARYAWAN BENGKEL LAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM 
 
3.1. Gambaran Umum lokasi penelitian dan usaha Bengkel Las Kecamatan 
Tanah Jambo Aye 
 
Kecamatan tanah jambo aye Merupakan salah satu dari  27 kecamatan di 
kabupaten aceh utara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD). Luas 
kecamatan tanah jambo aye 162,98 km
2
/ 16 298 Ha. Kecamatan Tanah jambo Aye 
meliputi 47 desa, dengan peringkat jumlah penduduk paling banyak berturut-turut 
Rawang Itik, Menasah Panton Labu, Kota panton Labu, Samakurok dan Teupin 
Gajah. 
  Batas Wilayah Kecamatan Tanah Jambo Aye meliputi sebelah utara 
dengan kecamatan seunuddon, sebelah barat dengan kecamatan seunuddon dan 
baktiya, sebelah selatan dengan kecamatan Baktiya dan Langkahan, serta sebelah 
timur dengan Kecamatan Langkahan dan Kabupaten Aceh Timur. 
  Wilayah Kecamatan Tanah Jambo Aye pada saat ini terdiri dari 4 
kemukiman Yaitu: 
1. Jambo Aye Tengoh 
2. Jambo Aye Barat 
3. Kota 
4. Jambo aye Utara1 
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Wawancara  dengan  Nasruddin, Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye, Pada Hari Senin, 
25 Juni 2018, di Aceh Utara. 
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  Penduduk Merupakan unsur yang paling penting dalam membangun 
ekonomi,baik sebagai objek maupun subjek perekonomian itu sendiri. Dengan 
demikian, berarti bahwa aspek penduduk merupakan modal dasar dalam 
pelaksanaan perekonomian, aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai 
salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses 
perekonomian. 
  Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk Kecamatan Tanah Jambo Aye 
pada akhir tahun 2015 berjumlah 47,432  jiwa, yang terdiri dari 23,903 penduduk 
laki-laki dan 23,592  penduduk Perempuan. Dengan perincian sebagai berikut:
2
 
 Usaha Bengkel Las merupakan usaha yang bergerak di bidang pengelasan  
yang menyediakan berbagai macam produk yang dapat dipesan dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat seperti pembuatan pagar, teralis, canopi, roling, balckon, 
tiang air, tower dan lain-lain. 
Pada awalnya usaha bengkel las Di kecamatan Tanah Jambo Aye tidak 
begitu maju seperti saat sekarang ini. Dan masyarakat khususnya di kecamatan 
Tanah Jambo Aye juga belum banyak membuka usaha dalam bidang pengelasan. 
Namun melihat semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan rumah, maka 
salah satu usaha yang dapat di kembangkan di Kecamatan Tanah Jambo Aye 
adalah usaha bengkel las. Pada tahun 1998 salah seorang pengusaha bengkel las 
Bapak Razali kegiatan dalam memproduksi barang dan merangkai besi masih 
menggunakan gas sebagai bahan bakar. Atau istilah yang lebih dikenal adalah las 
MQD, dan ada juga yang menyebut las karbit. Jenis Las ini menggunakan 
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Ibid. 
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campuran 2 jenis gas sebagai pembentukan nyala api dan sebagai sumber panas 
yang sering digunakan sebagai bahan bakar dibengkel adalah gas Asetelin. 
Seiring Berkembangnya ilmu Pengetahuan dan teknologi, maka kegiatan 
didalam memproduksi barang juga semakin canggih. Pengusaha Bengkel las di 
Kecamatan Tanah Jambo Aye tidak lagi mggunakan MDQ dalam memproduksi 
barang. Namun mereka memproduksi melakukan pengelasan dengan listrik. 
Karna apabila menggunakan las jenis listrik maka akan dapat merangkai besi 
lebih kuat dan terjamin.
3
 
Di kecamatan Tanah Jambo Aye jumlah Bengkel Las Terdapat 20 Bengkel 
Las yang mempunyai dua tipe Bengkel Las, yang pertama Bengkel Las  yang 
sudah mempunyai kapasitas yang besar yaitu sudah memiliki surat izin untuk 
mendirikan Bengkel Las tersebut, sedangkan Bengkel Las yang Kedua yang 
belum mempunyai kapasitas yang tinggi yang mana belum mempunyai surat izin 
untuk mendirikan Bengkel. Untuk masalah izin usaha, tidak semuanya Bengkel 
Las kecamatan tanah jambo Aye memiliki surat izin usaha. Hal ini disebabkan 
oleh kurangnya kesadaran dari pelaku usaha tentang pentingnya memiliki izin 
usaha, selain itu  biaya yang sangat mahal juga menjadi kendala yang dialami oleh 
pengusaha Bengkel Las untuk mengurus izin usaha. 
4
 
  Dalam Penelitian ini penulis mengambil data dari  4 Bengkel yang ada di 
Kecamatan Tanah Jambo Aye dan ke 4 Bengkel Las tersebut sudah mempunyai 
                                                             
3
 Wawancara  dengan  Razali, Pemilik Bengkel Kecamatan Tanah Jambo Aye, Pada Hari 
Rabu, 20 Juni 2018, di Aceh Utara. 
 
4
 Wawancara dengan Hamdani Hasan, Pemilik Bengkel Kecamatan Tanah Jambo Aye, 
Pada Hari Kamis, 21  Juni  2018, di Aceh Utara. 
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kapasitas yang besar yang sudah memiliki surat izin untuk mendirikan Bengkel 
Las. Ke 4 Bengkel Las tersebut yaitu Bengkel Global yang sudah berdiri selama 
21 tahundengan luas bengkel 15M. Bengkel Global memiliki pekerja  sebanyak 
12 orang,gaji karyawannya dihitung perbulan 1.500.000.0, jika sewaktu-waktu 
jumlah pekerjaannya banyak maka gaji karyawan bisa lebih tinggi, jam kerjanya 
bagi para pekerja di mulai dari jam 08.00: 06.00. Kemudian Bengkel Rizki Steel 
berdiri selama 12 tahun dengan luas bengkel 14Mdengan jumlah pekerja sebanyak 
13orangdan sistem gajinya 2000.000 perbulan. jam kerja di mulai dari jam 
08.00:06.00. Bengkel Palapa berdiri selama 18 tahun dengan luas 15M, memiliki 
jumlah pekerja sebanyak 15 orang. Gaji karyawannya 3000.000 perbulan, dan 
jadwal kerja di Bengkel Palapa di mulai dari jam 08.00: 06.00. Selanjutnya 
Bengkel Briesend berdiri selama 10 tahun dengan luas 10M, jumlah karyawannya 
sebanyak 10 orang dengan gaji 2.500.000 perbulan. Jam kerjanya di mulai  jam 
08.00: 06.00 sore 
Setiap Bengkel las memiliki jumlah pekerja yang berbeda beda, Bengkel 
las merupakan  usaha yang di kelola secara perorangan yang menghasilkan 
berbagai produk seperti pagar perkarangan, pintu gerbang, jerjak pintu atau 
jendela rumah, aneka jenis permainan anak-anak yang terbuat dari besi, canopy, 
teratak dan lain-lain. 
 Dalam proses produksinya pengelasan menggunakan peralatan seperti las 
busur listrik, mesin gerinda, palu, kabel-kabel las, dan perlengkapan perlengkapan 
lainnya. Proses kerja pengelasan diawali dengan pemilihan bahan yang sesuai 
dengan kebutuhan, setelah bahan diperoleh dilakukan pemotongan sesuai dengan 
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kebutuhan, setelah ukuran bahan di potong tersebut dibentukkan sesuai dengan 
model yang diinginkan konsumen, setelah pembentukan selesai dilakukan 
pengelasan untuk menyambungkan material-material yang telah di bentuk 
tersebut, setelah pengelasan, material dipoles untuk menghasilkan bentuk yang 
menarik dan indah. 
 
3.1.1. Bentuk Resiko Kerja yang tidak Ditanggung Bengkel Las Kecamatan 
TanahJambo Aye 
 
 Berdasarkan Keputusan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye 
menyatakan bahwa segala risiko yang terjadi dalam proses kinerja tidak penuh 
ditanggung oleh Bengkel Las tersebut, pihak Bengkel Las hanya menaggung 
sebagian saja. Meliputi bentuk-bentuk risiko yang tidak menjadi tanggungan 
Bengkel Las ialah sebagai berikut: 
a. Risiko Kecelakaan Kerja; 
b. Risiko Pemeliharaan Kesehatan; 
a. Risiko Kecelakaan Kerja 
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga, tidak 
dikehendaki dan dapat menyebabkan kerugian baik jiwa maupun harta benda. 
Kecelakaan Kerja Meliputi luka/sakit,cacat, yaitu cacat tetap sebagian dan cacat 
tetap total. 
Kecelakaan Kerja terjadi saat melaksanakan pekerjaan sesuai kewajiban 
dan tugas sehari-hari di tempat kerja. Di Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo 
Aye jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka/sakit sehingga tidak 
dapat masuk kerja pihak bengkel hanya menaggung sebagian biaya pengobatan 
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dengan membawanya ke rumah sakit terdekat, dan selebihnya para karyawan 
menaggung sendiri biaya kecelakaan yang terjadi dan bagi karyawan yang sedang 
luka/sakit tidak diberikan kompensasi dari pihak Bengkel tersebut.
5
 
 kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka atau sakit seperti: puntung jari 
karena terkena gerenda itu bisa mengakibatkan karyawan tersebut menjadi cacat 
tetap karena sudah kehilangan satu jarinya, karena kecelakaan tersebut pekerja 
tidak bisa masuk kerja dalam beberapa minggu karna perlunya adanya pengobatan 
yang maksimal, akan tetapi pihak Bengkel Las tidak menaggung biaya karyawan 
selama karyawan tersebut tidak masuk kerja dalam beberapa minggu, karyawan 
tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya dan biaya pengobatan yang 
dideritanya karna ketidak pedulian dari pihak Bengkel Las untuk karyawan 
tersebut.
6
 
Yang mana seharusnya Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye setiap 
pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka atau sakit 
harus diberikan perawatan kesehatan, kompensasi dan hak-hak para pekerja sesuai 
dengan hukum islam yang didalamnya dijelaskan tentang hak-hak bagi pekerja 
yang salah satunya adalah hak untuk hidup, setiap manusia memiliki kewajiban 
untuk menjaga kehidupan orang lain sebagaimana kehidupan pribadinya dan 
                                                             
5
 Wawancara  dengan Edi Kurniawan, Pemilik Bengkel las Kecamatan Tanah  Jambo  
Aye, Pada Hari Jumat, 22 Juni 2018, di Aceh Utara. 
 
6
Wawancara  dengan Hamdani Hasan, Pemilik Bengkel las Kecamatan Tanah  Jambo  
Aye, Pada Hari Jumat, 22 Juni 2018, di Aceh Utara. 
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harus memberikan rasa aman bagi kehidupan oarng lain, agar nyawa mereka tidak 
terancam
7
 
b. Risiko Pemeliharaan Kesehatan 
Risiko Kesehatan terjadi ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, 
yang mana ketika para karyawan tidak memakai alat-alat perlindungan tenaga 
kerja yang akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi mereka, seperti tidak 
memakai masker di saat bekerja yang dapat menyebabkan masuknya debu atau 
partikel yang lebih besar kedalam saluran pernafasan, selalu jongkong dalam 
bekerja, itu akan mengakibatkan para pekerja sakit pinggang. Kemudian tidak 
memakai topi pelindung yang dapat menyebabkan kepala karyawan terpukul 
benda keras atau tajam dan terbentur kepalanya, selanjutnya tidak memakai 
sarung tangan guna untuk melindungi tangan dan jari dari pejanan api, sengatan 
listrik, pukulan, tergores, dan terinfeksi dan lain sebagainya.
8
 
Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Basri selaku 
karyawan Bengkel Las munuturka, kecelakaan yang terjadi seperti jatuhnya 
genteng diatas kepala yang bisa mengakibatkan luka parah disebabkan karena 
disaat karyawan bekerja tidak memakai topi pelindung.
9
 
Bengkel Las kecamatan Tanah Jambo Aye seharusnya menyedikan Alat 
Pelindung Diri (APD) untuk mencegah kecelaan yang terjadi kepada karyawan, 
sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
                                                             
7
Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah kajian historis dan 
kontemporer, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 64-71. 
 
8
 Wawancara  dengan  Andi, Karyawan Bengkel las Kecamatan Tanah Jambo Aye, Pada 
Hari Jumat, 22 Juni 2018, di Aceh Utara. 
9
Wawancara  dengan Basri, Karyawan Bengkel las Kecamatan Tanah Jambo Aye, Pada 
Hari  Rabu, 20  Juni 2018, di Aceh Utara.  
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bahwasanya setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial 
tenaga kerja. Sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 99-101 Undang-undang 
No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pengusaha wajib untuk 
menyediakan fasilitas kesejahteran bagi para pekerjanya. 
 
3.1.2.  Bentuk Jaminan Keselamatan Kerja Terhadap Karyawan Bengkel 
Las Kecamatan Tanah Jambo Aye 
 
 Jaminan Keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam pekerjaan, 
terutama untuk pekerjaan yang berpotensial (kecelakaan) tinggi. Upaya 
Keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan 
keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara 
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat 
kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
10
 
Berbicara Mengenai Jaminan Keselamatan kerja, maka yang di maksudkan  
disini adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang 
terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Ada 4 
faktor penyebab dari kecelakaan kerja ini, yaitu: 
a. Faktor manusianya 
Misalnya, karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, 
salah penempatannya misalnya pekerja lulusan Sekolah Tinggi Menegah 
(STM) akan tetapi di tempatka di bagian tata usaha. 
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 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Bedasarkan  UU No.13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya, (Bogor, Ghalia Indonesia, 20011), hlm.6. 
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b. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya 
Misalnya, bahan yang di seharusnya di buat terbuat dari besi, akan tetapi 
supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah 
dapat menimbulkan kecelakaan.
11
 
c. Faktor bahaya 
Misalnya, kondisi/ keadaan berbahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari 
mesin/peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. 
d. Faktor yang di hadapi 
Misalnya, kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin sehingga 
tidak bisa bekerja dengan sempurna. 
Setiap perusahaan atau bengkel haruslah menerapkan jaminan keselamatan 
kerja karyawan, namun kenyataannya, masih banyak bengkel-bengkel di 
Kecamatan Tanah Jambo Aye yang masih menyepelekan hal tersebut. Padahal, 
Jaminan keselamatan kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah salah 
satu upaya untuk meningkatkan  kualitas kinerja karyawan di bengkel las itu 
sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kecelakaan kerja yang 
terjadi di bengkel-bengkel Kecamatan Tanah Jambo Aye. 
Penerapan Jaminan Keselamatan Kerja di bengkel las Kecamatan Tanah 
Jambo Aye memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun 
program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut telah memiliki dasar 
hukum yang kuat dalam undang-undang. Karena Kecelakaan kerja merupakan 
kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi. 
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Sendjun H.Manulag, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2001), hlm.87. 
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Sebenarnya Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye bisa mencegah 
kecelakaan tersebut jika saja bengkel las memberikan pelayanan Keselamatan dan 
kesehatan kerja yang baik terhadap karyawannya serta memberikan jaminan atas 
kecelakaan tersebut. Sehinggapara karyawan merasa aman dan terlindungi dengan 
adanya program Keselamatan dan kesehatan kerja yang terlaksana di bengkel las 
tersebut. 
Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Idris 
Ismail selaku pemilik Bengkel Las, Menuturkan bahwa bentuk jaminan dari kami 
pihak Bengkel yaitu misalnya ada yang sakit atau mengalami kecelakaan akibat 
kerja kami membawanya ke dokter atau ke rumah sakit Jaminan Keselamatan 
kerja karyawan dalam bengkel ini ditanggung sesuai dengan kecelakaan yang 
terjadi pada karyawan, jika kecelakaan yang terjadi itu tidak terlalu bayaha, maka 
ditanganinnya dengan membawa karyawan ke rumah sakit terdekat, jika 
kecelakaan yang terjadi itu parah seperti patah kaki karena jatuh dari atas ketika 
lagi memasang teratak, maka pihak bengkel hanya menanggung sebagian saja 
biaya pengobatannya dan selebihnya karyawan tersebut menaggung sendiri,  
karena setiap kecelakaan yang terjadi di bengkel ini kami upayakan untuk 
membantu para karyawan, untuk alat-alat  keselamatan kerjanya kami dari pihak 
bengkel tidak menyediakan  dengan lengkap alat-alat tersebut, seperti helm, 
sarung tangan, sepatu, perlindungan mata, dan masker. Karena banyak karyawan 
yang tidak mau memakai alat-alat pelindung itu, jadi kami dari pihak bengkel 
tidak menyedikan dengan lengkap alat-alat pelindung bagi karyawan.  
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Jaminan terhadap Keselamatan kerja di Bengkel Las Kecamatan tanah 
Jambo Aye belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
12
 yang seharusnya setiap 
kecelakaan yang terjadi di bengkel las bisa di tanggung oleh BPJS 
Ketenagakerjaan, akan tetapi karena pihak bengkel las Kecamatan Tanah Jambo 
Aye belum mendaftar  di BPJS tersebut, maka para pekerja tidak bisa di tanggung 
oleh BPJS ketenagakerjaan. 
Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Bengkel Las Kecamatan 
Tanah jambo Aye kurang dalam menyelenggarakan upaya jaminan keselamatan 
kerja, seperti tidak memberika suatu kondisi keselamatan kerja yang 
optimalseperti tidak menyediakan alat pelindung diri untuk para pekerjanya,  yang 
mana seharusnya pihak Bengkel Las tersebut harus menyedikan secara lengkap 
Alat Pelindung Diri (APD)  untuk para karyawannya guna untuk mencegah 
kecelakaan yang terjadi di Bengkel Las. 
Alat Pelindung Diri(APD) adalah kelengkapan yang wajib yang digunakan 
saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko untuk menjaga keselamatan tenaga 
kerja itu sendiri ataupun orang lain di tempat kerja. 
Pada pekerja bengkel las penggunaan alat pelindung diri sangat perlu 
untuk di perhatikan,Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan  
Musliadi selaku Karyawan Bengkel Las menuturkan bahwa karyawan atau 
pekerja hanya sesekali menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kaca 
mata, sepatu tidak pernah digunakan oleh pekerja disebabkan karena repot untuk 
menggunakannya dan menyulitkan saat bekerja walaupun pekerjaan yang 
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 Wawancara  dengan Idris Ismail, Pemilik Bengkel Kecamatan Tanah Jambo Aye, Pada 
Hari Jumat, 22 Juni 2018, di Aceh Utara. 
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dilakukan sangat berisiko untuk mencideraitubuh mereka khususnya tangan, dan 
alat pelindung diri yang lainnya tidak pernah digunakan  karena pekerja tidak 
memiliki alat untuk digunakan, disebabkan pihak perusahaan tidak lengkap dalam 
menyediakan alat pelindung untuk para pekerjanya.
13
 
Penggunaan alat pelindung diri harus diterapkan oleh pekerja karena 
dengan adanya alat pelindung diri dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi 
pada pekerja. 
Setelah membaca pemahaman diatas ternyata Bengkel-bengkel las Di 
Kecamatan Tahan Jambo Aye tidak memberikan Jaminan Keselamatan Kerja 
Kepada para karyawannya, yaitu dengan kurangnya mempersiapkan alat-alat 
pelindung diri kepada para karyawan dan jika terjadi kecelakaan kepada karyawa 
pihak Bengkel hanya menanggung setengah biaya kecelakaan tersebut. 
 
3.1.3. Tinjauan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Keselamatan 
Kerja Terhadap Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo 
Aye 
 
Islam merupakan sebuah agama dan sebuah jalan yang mengatur segala 
bentuk kehidupan  dari hal yang terkecil yang di anggap sepele oleh manusia, 
sampai dengan hal yang terbesar sekalipun, baik itu persoalan hubungan manusia 
dengan penciptanya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan 
hubungan manusia dengan alam semesta. Tidak ada yang luput dari pantauan 
Islam. Begitu juga dalam hal bekerja dan memperkerjakan, semuanya diatur dan 
ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menerbitkan kehidupan manusia. 
                                                             
13
 Wawancara  dengan Musliadi, Karyawan Bengkel las Kecamatan Tanah Jambo Aye, 
Pada Hari Jumat, 22 Juni 2018, di Aceh Utara. 
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Begitulah kehidupan manusia, yang tidak bisa hidup sendiri dan saling 
membutuhkan sesamanya. Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye 
membutuhkan tenaga karyawan untuk membantunya menjalankan tugas-tugas 
yang sangat banyak, sedangkan karyawan membutuhkan uang yang bisa ditukar 
dengan tenaga yang dia miliki. 
Agama Islam sangat menganjurkan Keselamatan umat manusia di dunia 
maupun di akhirat. Dalam kehidupaan sehari-hari, manusia tidak lepas dari 
ancaman-ancaman yang akan akan membahayakan diri dan keluarga. 
Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun: 11: 
                        
           
Artinya:”Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali 
dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, 
niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, Dan Allah maha 
mengetahui segala sesuatu (Qs.At-Taqhabun/64:11). 
 Keselamatan terhadap pekerja Merupakan suatu keharusan yang harus 
dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta. 
Perlindungan yang harus di perhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan 
dasar pekerja. Imam Asy-Syatiby menggolongkan kebutuhan manusia kedalam 
tiga golongan yang di kenal dengan konsep Maqashid Syari’ah, yaitu:14 
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 Satria Effendi, Ushul Fiqh...,Hlm.234. 
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1. Dharuriyat: Meliputi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Yang mana ini 
adalah kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi maka keselamatan manusia 
dunia dan akhirat akan terancam. 
2. Hajjiyat: yaitu kebutuhan sekunder, Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka 
tidak akan terancam keselamatan manusia, tapi akan mendatangkan kesulitan. 
3. Tahsiniyyat: Kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap, jika tidak terpenuhi 
maka tidak mengancam keselamatan dan tidak menimbulkan kesulitan. 
 Keselamatan terhadap Pekerja dapat digolongkan kepada kebutuhan Dharury 
dimana keselamatan ini meliputi jiwa,agama,akal, keturunan. 
 Menurut observasi yang sudah peneliti lakukan Keselamatan kerja atau 
risiko-risiko yang terjadi terhadap para Karyawan di Bengkel Las Kecamatan 
Tanah Jambo Aye belum tercapai sebagaimana Konsep Keselamatan Kerja dalam 
Islam dan belum berjalan dengan maksimal dikarnakan kurangnya kepedulian dari 
pihak Bengkel Las yang masih kurang dalam menyediakan alat-alat perlindungan 
kerja terhadap para karyawannya dan belum sepenuhnya para pekerja ditanggung 
risiko Kecelakaan yang terjadi dan para karyawannya belum didaftarkan dalam 
BPJS Ketenagakerjaan. 
 Keselamatan terhadap risiko yang terdapat pada Bengkel Las Kecamatan 
Tanah Jambo Aye belum memenuhi kriteria kebutuhan dharury diantaranya 
perlindungan yang paling utama yaitu perlindungan jiwa, hal ini bisa dilihat dari 
upaya keselamatan kerja terhadap para karyawan di Bengkel Las Kecamatan 
Tanah Jambo Aye, baik dari peralatan kerja yang belum lengkap dan kurang 
dalam mengoptimalkan keselamatan kerja karyawan. 
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 Keselamatan dan kesehatan Kerja merupakan hak dari seorang pekerja, dan 
suatu kewajiban bagi pengusaha. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat (1),Yaitu: 
1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan,  atas: 
a. Keselamatan dan kesehatan kerja, 
b. Moral dan kesusilaan, dan  
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai agama. 
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas 
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan  dan kesehatan kerja 
3. Perlindungan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dan ayat(2).
15
 
 Dalam Undang-undang  No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah 
mengatur dengan jelas tentang Keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja 
atau karyawan dan kewajiban bagi pengusaha untuk melindungi keselamatan para 
pekerjanya. Penerapan Jaminan Keselamatn kerja pada Bengkel Las Kecamatan 
Tanah Jmbo Aye tidak memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-undang 
No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Seperti tidak terpenuhinya jaminan 
terhadap keselamatan pekerja dan risiko yang dialami, yang mana pihak Bengkel 
Las Belum membuat peraturan dan menempel poster-poster di Bengkel Las 
tentang kewajiban memakai alat kerja pengaman dan sanksinya dan tentang 
membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Bengkel Las 
Kecamatan Tanah Jambo Aye. Oleh karena itu  untuk selanjutnya dibutuhkan 
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upaya yang lebih baik dari Pihak Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye agar 
mendapatkan suatu nilai kesejahteraan bagi kedua belah pihak yaitu pekerja dan 
pengusaha itu sendiri 
 
 
61 
BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan Pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab 
sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa 
kesimpulan yang perinciannya sebagai berikut: 
1. sistem jaminan keselamatan kerja karyawan Bengkel Las Kecamatan 
Tanah Jambo Aye tidak sepenuhnya ditanggung oleh bengkel Las tersebut, 
yang mana jika terjadi kecelakaan terhadap karyawan yang disebabkan 
oleh bengkeL Las tersebut, maka pihak bengkel hanya menanggung 
setengah dari biaya pengobatan yang dialami oleh karyawan tersebut.  
Dan  Bengkel las Tersebut tidak memberikan suatu kondisi keselamatan 
kerja yang optimal, seperti tidak menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) 
secara efektif dan maksimal  kepada karyawan yaitu berupa: sarung 
tangan, topi pelindung, alat pelindung mata, alat pelindung wajah, alat 
pelindung pernafasan, dan alat pelindung kaki. Disebabkan karena 
Bengkel Las tersebut kurang dari segi dananya untuk menyediakan Alat 
Pelindung Diri secara lengkap yang mana pemesan-pemesan pagar,pintu, 
canopy, tratak, dan lain sebagainya tidak membayar secara cash atau lunas 
uangnya, akan tetapi mereka membayar secara menyicil. 
2. sistem jaminan keselamatan kerja karyawan Bengkel Las Kecamatan 
Tanah Jambo Aye kurang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang 
No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Karena dalam hukum Islam 
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telah di jelaskan tentang konsep Maqashid Syari’ah yang terdiri dari lima 
Maqashid Syari’ah salah satu diantaranya yaitu melindungi jiwa. dan pada 
Bengkel Las tersebut Kurang menjamin keselamatan terhadap karyawan 
sehingga hal tersebut kurang sesuai denganmaqashid Syar’iah dalam 
menjaga keselamatan jiwa para karyawannya. dan terkait dengan Undang-
undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutka dalam 
pasal 86 yaitu Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan, sedangkan pada Bengkel Las tersebut Kurang 
memperhatikan Perlindungan dan jaminan terhadap karyawan. 
 
4.2. Saran 
1. Kepada Bengkel las Kecamatan Tanah Jambo Aye agar terus 
memberikan penyuluhan tentang kesehatan yang berkaitan dengan 
pemakaian Alat Perlindungan Diri saat bekerja serta Keselamatan dan 
kesehatan kerja juga diharapkan agar selalu mengawasi pekerja dalam 
pemakaian alat pelindung diri. Dan bagi pekerja agar mematuhi dan 
menyadari akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri saat 
bekerja agar terhindar dari kecelakaan-kecelakaan kerja. dan masih 
perlu adanya koordinasi yang aktif antara pihak perusahaan dengan 
karyawannya, sehingga terjalin hubungan kerja yang aman kedepannya. 
2. Banyaknya pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan, 
Kepada Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye agar terus 
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memperhatikan dan memberikan pengetahuan kepada pekerja akan 
pentingnya hal tersebut sehingga dapat terjamin kesejahteraan pekerja. 
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